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Abstrak

Pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan pemerintah daerah selama
ini masih banyak bergantung pada mekanisme tatap muka yang menuntut warga
hadir langsung ke kantor pelayanan, sehingga menimbulkan antrean panjang dan
waktu tunggu yang tidak efisien. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan
mengevaluasi transformasi layanan mandiri warga berbasis administrasi mobile
sebagai wujud penerapan prinsip agile governance di lingkungan Pemerintah Kota
Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah design and development research
dengan pendekatan studi kasus pada purwarupa aplikasi layanan mandiri
berbasis web dan mobile yang mengadopsi siklus pengembangan iteratif (sprint)
serta pengujian black-box terhadap modul pengajuan, verifikasi, dan pemantauan
status layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan agile pada siklus
pengembangan layanan mampu mempercepat waktu rilis fitur, meningkatkan
responsivitas terhadap kebutuhan warga, serta menyederhanakan proses
verifikasi berkas melalui dasbor petugas yang terintegrasi. Uji fungsionalitas
terhadap sembilan skenario inti menunjukkan tingkat validitas 100%, sementara
evaluasi pengalaman pengguna menunjukkan peningkatan signifikan pada
dimensi kemudahan penggunaan dan kecepatan layanan dibandingkan
mekanisme manual sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
transformasi layanan mandiri berbasis administrasi mobile dapat menjadi
instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola yang
lincah, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga, sekaligus memberikan
rekomendasi praktis bagi replikasi di organisasi perangkat daerah lain.

Kata Kunci: agile governance, administrasi mobile, layanan mandiri,
transformasi digital, pemerintah daerah

Abstract

Population administration services within local government have long relied on
face-to-face mechanisms that require citizens to visit service offices in person,
resulting in long queues and inefficient waiting times. This study aims to design and
evaluate a mobile-administration-based citizen self-service transformation as an
implementation of agile governance principles within the Jambi City Government.
The research method employed is design and development research with a case study
approach on a web- and mobile-based self-service prototype that adopts an iterative
(sprint) development cycle and black-box testing on submission, verification, and
status-monitoring modules. The results show that the agile approach to the service
development cycle accelerates feature release time, increases responsiveness to
citizens' needs, and simplifies the document verification process through an
integrated officer dashboard. Functional testing of nine core scenarios showed a
100% validity rate, while user experience evaluation showed a significant
improvement in ease of use and service speed dimensions compared to the previous
manual mechanism. This study concludes that citizen self-service transformation
based on mobile administration can be a strategic instrument for local governments
to realize agile, responsive, and citizen-oriented governance, while also providing
practical recommendations for replication in other local government units.

Keywords: agile governance, mobile administration, self-service, digital
transformation, local government
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1. PENDAHULUAN

Pelayanan administrasi di lingkungan pemerintah daerah masih banyak yang
bertumpu pada mekanisme tatap muka. Warga harus datang langsung ke kantor
pelayanan, mengisi formulir kertas, dan menunggu antrean yang panjang sebelum berkas
mereka diverifikasi. Pola kerja seperti ini semakin sulit dipertahankan ketika ekspektasi
warga terhadap kecepatan dan kemudahan layanan terus meningkat, sejalan dengan
meluasnya penetrasi perangkat mobile di masyarakat.

Di sisi lain, reformasi birokrasi di Indonesia telah mendorong transformasi dari e-
government menuju digital government yang lebih partisipatif, inovatif, dan lincah [7].
Pemerintah pusat bahkan telah menetapkan sembilan aplikasi layanan prioritas nasional
yang mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu ekosistem digital [15],
sebuah langkah yang menegaskan arah kebijakan menuju layanan yang terpadu dan
berorientasi warga.

Pada level konseptual, agile governance menawarkan cara pandang baru dalam
mengelola organisasi sektor publik: siklus kerja iteratif, umpan balik yang cepat, serta
orientasi pada nilai yang dirasakan warga, alih-alih birokrasi linear yang kaku [1]. Namun
demikian, penerapan prinsip agile pada organisasi pemerintah bukan tanpa tantangan.
Struktur hierarkis yang mengakar membuat banyak inisiatif agile berhenti sebagai
retorika administratif tanpa benar-benar mengubah praktik kerja sehari-hari [2], [4].
Studi pada berbagai konteks menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi agile pada
instansi pemerintah sangat bergantung pada bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan
ke dalam struktur organisasi yang ada, bukan sekadar dipasangkan di atasnya [5], [6].

Kota Jambi, sebagaimana daerah lain di Indonesia, menghadapi tantangan serupa
dalam modernisasi layanan kepegawaian dan administrasi publik. Proses pengajuan
yang masih manual menimbulkan beban administratif ganda, baik bagi warga maupun
bagi aparatur yang harus memverifikasi berkas secara berlapis. Kondisi ini sejalan

dengan temuan bahwa kesenjangan digital dan literasi digital yang timpang masih


https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/1596690967
https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20210426211568512
https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/djtechno
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
mailto:arifsetiadi325@gmail.com

754
Djtechno : Jurnal Teknologi Informasi
Vol. 7, No. 2, Agustus 2026
E-ISSN: 2745-3758, P-ISSN : 2776-8546 DOI: 10.46576/djtechno

menjadi hambatan utama implementasi digital government di berbagai pemerintah
daerah di Indonesia [10], [22].

Kehadiran teknologi mobile membuka peluang untuk merancang ulang cara warga
berinteraksi dengan layanan pemerintah. Riset tentang adopsi teknologi berbasis UTAUT
menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, ekspektasi kinerja, dan kualitas layanan
elektronik secara konsisten menjadi determinan utama kepuasan dan niat penggunaan
aplikasi layanan publik [16], [18], [21]. Artinya, keberhasilan transformasi digital
pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, melainkan juga
oleh sejauh mana desain layanan tersebut benar-benar merespons kebutuhan pengguna
secara iteratif dan berkelanjutan — inilah titik temu antara administrasi mobile dan
prinsip agile governance.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang,
mengimplementasikan, dan mengevaluasi sebuah purwarupa layanan mandiri warga
berbasis administrasi mobile yang dikembangkan dengan pendekatan agile, sebagai
instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Jambi yang lebih lincah,

responsif, dan berorientasi pada warga.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan design and development research (DDR)
dengan studi kasus pada pengembangan purwarupa aplikasi layanan mandiri warga
berbasis web dan mobile di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Pendekatan ini dipilih
karena berfokus pada penciptaan artefak (aplikasi) sekaligus evaluasi fungsional dan
pengalaman penggunanya, sejalan dengan karakteristik penelitian rekayasa perangkat
lunak pada konteks sektor publik [12].

Siklus pengembangan mengadopsi prinsip agile dengan iterasi mingguan (sprint)
yang terdiri atas tahap perencanaan kebutuhan, perancangan antarmuka, implementasi,
pengujian, dan tinjauan bersama pemangku kepentingan di organisasi perangkat daerah
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Setiap akhir sprint menghasilkan modul
fungsional yang dapat diuji dan didemonstrasikan, sehingga umpan balik pengguna dapat
segera diintegrasikan ke iterasi berikutnya — sebuah praktik yang secara literatur
diasosiasikan dengan peningkatan kapasitas adaptif organisasi sektor publik [3], [9].

Subjek penelitian meliputi tiga peran pengguna utama: warga sebagai pemohon

layanan, petugas verifikasi di tingkat OPD, dan admin sistem yang mengelola konfigurasi
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layanan. Sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan melibatkan 52
warga yang pernah mengakses layanan administrasi secara manual maupun daring, serta
15 petugas verifikasi yang tersebar pada tiga kecamatan di Kota Jambi. Data dikumpulkan
melalui observasi partisipatif selama tiga siklus sprint pengembangan, wawancara
singkat dengan petugas layanan terkait alur kerja eksisting, pencatatan waktu proses
layanan pada kedua mekanisme (manual dan mobile), serta pengujian langsung terhadap
purwarupa oleh pengguna representatif.

Instrumen evaluasi terdiri atas tiga bagian: pertama, pengujian black-box terhadap
sembilan skenario fungsional yang mencakup modul pengajuan, verifikasi, notifikasi, dan
pemantauan status; kedua, pengukuran kuantitatif rata-rata waktu penyelesaian layanan
pada mekanisme manual dan mobile menggunakan stopwatch pada tahapan yang
identik; dan ketiga, evaluasi pengalaman pengguna menggunakan kuesioner System
Usability Scale (SUS) sebanyak 10 butir pernyataan. SUS merupakan instrumen baku yang
validitas dan reliabilitasnya telah teruji secara luas lintas domain aplikasi, sehingga skor
yang dihasilkan dapat dibandingkan secara objektif dengan skor pada studi usabilitas
lain. Kuesioner ini diisi oleh 52 responden warga, dilengkapi wawancara kualitatif pada
dimensi kemudahan penggunaan, kecepatan proses, dan kejelasan informasi status
layanan, merujuk pada determinan penerimaan teknologi yang lazim digunakan dalam
studi adopsi layanan pemerintah berbasis UTAUT [16]-[19].

Analisis data pengujian fungsional dilakukan secara deskriptif dengan menghitung
persentase skenario yang berstatus valid, sedangkan data pengalaman pengguna
dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola keluhan dan apresiasi pengguna

terhadap purwarupa yang dikembangkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Purwarupa yang dikembangkan mengadopsi arsitektur client-server sederhana
dengan antarmuka responsif yang dapat diakses baik melalui peramban desktop maupun
perangkat mobile warga. Alur utama layanan terdiri atas tiga tahap: (1) pengajuan
permohonan secara daring oleh warga disertai unggah dokumen pendukung; (2)
verifikasi berkas oleh petugas melalui dasbor terpusat; dan (3) notifikasi status
permohonan yang dikirimkan secara otomatis kepada warga pada setiap perubahan

tahapan proses.
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Desain ini secara langsung menjawab keluhan paling umum terhadap layanan
manual, yaitu ketidakjelasan status permohonan yang membuat warga harus berulang
kali menghubungi kantor pelayanan. Dengan notifikasi otomatis dan dasbor pemantauan
mandiri, warga dapat mengetahui posisi berkasnya kapan saja tanpa perlu kontak
langsung, sejalan dengan prinsip transparansi proses yang menjadi salah satu pilar utama
digital government [11], [13].

Perbedaan mendasar antara mekanisme lama dan mekanisme baru ini
digambarkan pada Gambar 1. Pada mekanisme manual, warga harus melalui rangkaian
tahap tatap muka yang linear dan tidak memberi kepastian informasi, sedangkan pada
mekanisme mobile, seluruh tahap — mulai dari pengajuan hingga notifikasi status —
berlangsung dalam satu siklus yang dapat terus disempurnakan melalui umpan balik
warga pada setiap iterasi sprint. Alur melingkar pada Gambar 1 menegaskan bahwa
transformasi ini tidak berhenti pada peluncuran aplikasi, melainkan terus berkembang

seiring masukan pengguna, sebagaimana menjadi ciri khas agile governance [1], [3].

Sebelum: Layanan Tatap Muka (Manual)

Datang ke Ambre & Isi Verifikasi Menunggu Informasi
i »  KantorPelayanan > Formulir Kertas »  ManualBerlapis > (Tanpa Kepastian Status)

Sesudah: Transformasi Layanan Mandiri Berbasis Mobile (Agile)

Aplikasi Layanan Pengajuan & Verifikasi Petugas Notifikasi Status
Warga P! Mandiri (Mobile/Web) || Unggah Berkas Daring via Dasbor Terpusat Pl Otomtis ke Wargs

Gambar 1. Perbandingan alur layanan manual (sebelum) dan alur layanan mandiri berbasis mobile yang
bersifat iteratif (sesudah) Sumber: hasil rancangan penulis, 2026

Sebagai wujud konkret dari arsitektur tersebut, Gambar 2 menampilkan desain
antarmuka purwarupa layanan mandiri berbasis mobile yang dihasilkan dari penelitian
ini. Tampilan (a) merupakan beranda yang menyajikan daftar layanan administrasi yang
dapat diajukan warga beserta estimasi waktu penyelesaiannya; tampilan (b) merupakan
formulir pengajuan daring yang memungkinkan warga mengisi data dan mengunggah
dokumen pendukung tanpa perlu datang ke kantor pelayanan; dan tampilan (c)
merupakan halaman pelacakan status berbentuk linimasa (timeline) yang menunjukkan
posisi permohonan secara real-time, lengkap dengan notifikasi otomatis setiap kali status

berubah.
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) Beruns Layanan Mandies 0 Forml Pengsjuan Darisg. e Pelacaan tatus Resd Thone

Gambar 2. Desain antarmuka hasil transformasi layanan mandiri berbasis mobile: (a) beranda layanan,
(b) formulir pengajuan daring, dan (c) pelacakan status real-time
Sumber: hasil rancangan antarmuka purwarupa penelitian, 2026
Ketiga tampilan pada Gambar 2 dirancang dengan prinsip kesederhanaan dan

keterbacaan, mengingat sebagian pengguna merupakan warga dengan tingkat literasi
digital yang beragam. Warna gelap pada bilah judul dan warna aksen pada tombol utama
digunakan secara konsisten untuk menuntun perhatian warga pada tindakan yang perlu
dilakukan pada setiap tahap, sementara linimasa status pada tampilan (c) dirancang agar
warga dapat memahami posisi permohonannya tanpa perlu membaca istilah birokrasi
yang rumit.

3.2 Hasil Pengujian Fungsional

Pengujian black-box dilakukan terhadap sembilan skenario yang tersebar pada empat

modul utama. Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan hasil pengujian black-box

Modul Pengujian Jumlah Skenario Status Validitas

Pengajuan layanan mandiri 3 Valid (100%)
Valid (100%)

Verifikasi berkas oleh petugas

3
Pemantauan status permohonan 2 Valid (100%)
1

Notifikasi mobile ke warga Valid (100%)

Sumber: hasil pengujian purwarupa, 2026
Seluruh sembilan skenario pengujian dinyatakan valid, dengan tingkat validitas 100%.

Hasil ini menunjukkan bahwa alur inti layanan — mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga
notifikasi status — berjalan sebagaimana yang dirancang, dan siap untuk diujicobakan

secara terbatas kepada warga di lingkungan Kota Jambi.
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3.3 Evaluasi Pengalaman Pengguna dan Kaitannya dengan Agile Governance

Pengukuran kuantitatif terhadap waktu proses dan skor System Usability Scale
(SUS) memperkuat temuan kualitatif di atas. Ringkasan perbandingan antara mekanisme

manual dan mekanisme mobile disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan waktu proses dan skor usabilitas sebelum dan sesudah transformasi

Indikator Pengukuran Mekanisme Mekanisme Perubahan

Manual Mobile
Rata-rata waktu pengajuan berkas (menit) 18 4 177,8%
Rata-rata waktu verifikasi petugas (menit) 14 5 164,3%
Rata-rata total waktu penyelesaian (menit) 37 11 170,3%
Skor System Usability Scale (SUS) 58,4 (marginal) 82,6 (excellent) T41,4%
Jumlah kunjungan fisik ke kantor per 2-3 kali 0 kali 1100%
permohonan

Sumber: pengukuran lapangan terhadap 52 warga dan 15 petugas, 2027
Untuk memperjelas besaran perubahan pada Tabel 2, hasil transformasi digital

layanan mandiri berbasis mobile digambarkan pada Gambar 3. Gambar 3(a)
menunjukkan penurunan waktu proses pada setiap tahap layanan, dengan penurunan
paling tajam pada tahap pengajuan berkas karena warga tidak lagi mengisi formulir
kertas secara manual. Gambar 3(b) menunjukkan lonjakan skor System Usability Scale
(SUS) dari kategori marginal menuju kategori excellent, melampaui ambang batas 68

yang lazim digunakan sebagai acuan sistem dengan usabilitas baik.

(a) Perbandingan Waktu Proses Layanan . (b) Perbandingan Skor System Usability Scale
37

== Manual

E Mobile 82.6

804

&0 58.4

Skor SUS

40

Waktu rata-rata

204

Total Manual Mobile

Penyelesaian

Verifikasi
Petugas

Pengajuan
Berkas

Gambar 3. Hasil transformasi digital layanan mandiri berbasis mobile: (a) perbandingan waktu proses
layanan, dan (b) perbandingan skor usabilitas (SUS)
Sumber: hasil pengolahan data penelitian, 2027 (Cambria 10)
Kedua grafik pada Gambar 3 secara visual menegaskan bahwa transformasi ini

bukan sekadar pemindahan formulir kertas ke layar ponsel, melainkan perubahan
mendasar pada pengalaman warga dalam mengurus administrasi: dari proses yang
lambat dan tidak pasti menjadi proses yang cepat, terukur, dan dapat dipantau secara
mandiri inti dari apa yang dimaksud dengan agile governance dalam praktik pelayanan

publik sehari-hari.
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Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata total waktu penyelesaian layanan
turun dari 37 menit menjadi 11 menit, atau efisiensi sebesar 70,3%, dengan penurunan
paling signifikan terjadi pada tahap pengajuan berkas (77,8%) karena warga tidak lagi
perlu mengisi formulir kertas dan mengantre secara fisik. Skor SUS turut meningkat dari
58,4 (kategori marginal) menjadi 82,6 (kategori excellent), menandakan bahwa
purwarupa dinilai jauh lebih mudah digunakan dibandingkan mekanisme sebelumnya.
Yang tidak kalah penting, jumlah kunjungan fisik ke kantor pelayanan per permohonan
turun dari rata-rata 2-3 kali menjadi nol, yang berarti warga tidak lagi perlu mengambil
cuti kerja hanya untuk mengurus administrasi kependudukan.

Evaluasi kualitatif terhadap pengguna representatif menunjukkan bahwa dimensi
kemudahan penggunaan dan kecepatan proses dinilai jauh lebih baik dibandingkan
mekanisme manual sebelumnya. Warga tidak lagi perlu mengambil cuti kerja atau
mengantre lama hanya untuk menyerahkan berkas fisik, karena seluruh proses dapat
diselesaikan dari perangkat mobile masing-masing. Temuan ini konsisten dengan
penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa kualitas layanan elektronik dan literasi
digital berpengaruh signifikan terhadap kepuasan warga terhadap layanan digital
government [21], sementara kepercayaan terhadap institusi pemerintah cenderung
berpengaruh secara tidak langsung melalui kualitas pengalaman yang dirasakan.

Dari sisi petugas, siklus pengembangan iteratif memungkinkan perubahan kecil
pada alur verifikasi misalnya penambahan filter status berkas untuk segera dirilis tanpa
menunggu siklus pengembangan tahunan yang lazim pada proyek sistem informasi
pemerintah konvensional. Kecepatan adaptasi semacam ini adalah inti dari agile
governance: kemampuan organisasi untuk merespons kebutuhan riil pengguna secara
bertahap dan berkelanjutan, bukan melalui perencanaan besar yang kaku [1], [3].

Namun demikian, sejumlah tantangan tetap ditemukan, terutama terkait kesiapan
literasi digital sebagian warga lanjut usia dan keterbatasan jaringan internet di beberapa
wilayah kecamatan. Tantangan ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu bahwa
kesenjangan digital tetap menjadi faktor pembatas utama dalam perluasan adopsi
layanan pemerintah berbasis mobile di Indonesia, khususnya di luar wilayah perkotaan
besar [10]. Oleh karena itu, transformasi layanan mandiri berbasis mobile perlu

didampingi strategi pendukung, seperti pendampingan di kantor kelurahan bagi warga
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yang belum terbiasa dengan aplikasi digital, agar prinsip inklusivitas tetap terjaga dalam
penerapan agile governance.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa penerapan
agile pada layanan publik tidak cukup hanya sebagai metodologi pengembangan
perangkat lunak, melainkan harus menjadi bagian dari budaya kerja organisasi
pemerintah daerah mulai dari cara petugas merespons umpan balik warga hingga cara

pimpinan OPD mengambil keputusan atas prioritas pengembangan layanan berikutnya

(2], [5]-

4. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi layanan mandiri warga berbasis
administrasi mobile yang dikembangkan dengan pendekatan agile mampu mempercepat
proses layanan, meningkatkan transparansi status permohonan, dan menyederhanakan
verifikasi berkas di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, sebagaimana ditunjukkan oleh
hasil pengujian fungsional dengan tingkat validitas 100% pada seluruh skenario yang
diuji serta evaluasi pengalaman pengguna yang menunjukkan peningkatan signifikan
pada aspek kemudahan dan kecepatan layanan dibandingkan mekanisme manual.
Keberhasilan ini menegaskan bahwa administrasi mobile dapat menjadi instrumen
strategis penerapan agile governance, dengan catatan bahwa keberlanjutannya
memerlukan perhatian khusus pada kesenjangan literasi digital dan keterjangkauan
jaringan di tingkat kecamatan, sehingga replikasi model ini pada organisasi perangkat
daerah lain perlu disertai strategi pendampingan yang inklusif bagi seluruh lapisan

warga.
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